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PERATURAN BUPATI kupys
NOMOR 3¢ TAHUN 2006

TENTANG

BUPATI Kupys,

ﬁgg‘:gagggui&elaksanakan ketentuan Pasal 2A Peraturan Daerah
Kedua Atas p us Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan
2005 tentan eraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun
Perwakilan %Keduc‘“ka" Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
bt Dz':‘\;at 0Daera.h Kabupaten Kudus, perlu mengatur
Komunikasi Intensif bDEF3310na| bagi Pimpinan dan Tunjangan

agi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; %

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabuy

paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah; s P

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);



10.

18

12,

Undang-Unda

Negara (Lemt::":tgrago,\?n OF 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

5, Tambahan Lemba ©dara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

fan Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Unda

Pengelolaan (?agn TOmor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Negara Republik Ianggung Jawab Keuangan Negara (Lembarar

Lembaran Ne Ndonesia Tahyn 2004 Nomor 6, Tambahan
gara Repubik Indonesia Nomor 4400);

Undang-U

Daerar? (:2;nt?ar§:mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Nomor 125, Tamp Negara Republik Indonesia Tahun 2004
/_ 'ambahan Lemparan Negara Republik Indonesid

Nomor 4437), sebagaimang g
Nomor 8 Tahun zoggat'ma"a diubah dengan Undang-Undang

i entang P rintah
Pen g Penetapan Peraturan Peme
Perl?l?:r?;; kjtggasgal:;daag Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daeran m- ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

, _ enjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Eepubllk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembarar
€gara Republik Indonesia Nomor 4548); '

Undang-Undang Nomor 3 '
3 ]
Keyangan ant Tahun 2004 tentang Perimbangan

ara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
g}:u[:\bahrarr]\ LNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
E:?:{"{@?} p;g\e:intgh Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Paia Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indon hEia. Dacra |

) esia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan  Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah sampai dengan
kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4417), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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13. Peraturan :
Pembinaan tr:ln o Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
phaekan Lembar. é%awasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Nomor 165, Tamby ®0ara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4593); han Lembaran Negara Republik Indonesia

14. Peraturan p

q
KedUdukan KZTSQ Kab“P_aten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Rakyat Daerah 793N Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rudus Tahup Paten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kabupaten Kudus N OMor 1, Tambahan Lembaran Daerah
edua dengan p Omor 62), sebagaimana diubah sampai dengan
Peraturan Daer, heraturan Daerah Kabupaten Kudus dengan
tentang Perubaa Abupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2006
Nomor 1an edua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
n An;;st‘;" D2005 tentang Kedudukan KK%uanagiz:
Kudus €wan Perwakilan Rakyat Kabupater
Nomor (ZLSe, mf%_aran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006

Nomor 97), ambahan  Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN :
PE
BAE?TLF{?QEINBUPA“ TENTANG PEMBERIAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DA Ay TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAG
oT DAE
KABUPATEN Koy CCCTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 1
Untuk mendorong  peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan guna Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, diberikan Dana
Ope_rasional bagi Pimpinan dan Tunjangan Komunikasi Intensif
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus.

Pasal 2

(1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
sebagai berikut :

a. Ketua, paling tinggi sebesar Rp 12.600.000,00 (dua belas juta
enam ratus ribu rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua, paling tinggi sebesar Rp 6.720.000,00 (enam juta
tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksuq dalgm
Pasal 1, paling tinggi sebesar Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga
ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 3

i ini di jadi tanggung
laksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menja
;)aewab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.



Pasal 4

Seqala biaya yang timbul schagai akibat dtetaplonnye PECED
Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Dae
Kabupaten Kudus.

Pasal 5

i i copatiiant
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati '\”‘h fﬁ’r“‘i”i”f
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebin famut O SEEEE
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Den(_.lt:”%aa’ﬁi;
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Ber ran
Kabupaten Kudus.

rm Jabatan TE“‘mt

s s Ditetapkan di Kudus
1 | Sekds i pada tanggal »¢ Desenber

r—-‘L'*—-"-ﬁ

2 [Sekwan |73yt BUPATI KUDUS,
{ . ‘%' y/ ) U‘K r ™ /’,:
E Kepa'n Bagian | 4 R4

. e — |

4 Lamnya ; \—?E‘:

MUHAMMAD TAMZIL

jundangkan di Kudus

ada tanggal 20 Desember 2006

GEKRETARIS KABUPATEN KUDUS

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN - 2006 NOMOR 38

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.02.10
10:35:40 +07'00'
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